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Pasal 1 
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Pelayanan 
Jasa Ketatausahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2003 Nomor 19) di 
cabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

 
Pasal 2 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini 
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten  Bone. 

 
       Ditetapkan di Watampone 
       pada tanggal 09 Mei 2008 
 

                          BUPATI  BONE, 
                 ttd 

      H. A. MUH. IDRIS GALIGO 
 

 
Diundangkan  di Watampone 
pada tanggal  12 Mei 2008 
 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  BONE, 
 
 
 
H. ANDI AMRULLAH  AMAL 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE  TAHUN  2008   NOMOR  12 

 

 

 
 

PEMERINTAH KABUPATEN BONE 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE 
NOMOR  12  TAHUN 2008 

 
TENTANG 

  
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE  

NOMOR 19 TAHUN 2003 TENTANG  
 RETRIBUSI PELAYANAN JASA KETATAUSAHAAN  

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BONE, 

 
Menimbang :   a.  bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan rasa 

keadilan kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan  
pelayanan kepada masyarakat, maka Peraturan Daerah 
Nomor 19 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa 
Ketatausahaan perlu dicabut; 

 
 b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah 
tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 
2003 tantang Retribusi Jasa Ketatusahaan. 
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Mengingat  :   1.  Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959  tentang Pembentukan  
Daerah - daerah Tingkat II di Sulawesi  (Lembaran Negara  Republik 
Indonesia    Tahun 1959 Nomor  74, Tambahan  Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Nomor 1822); 

 
2.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

 
3. Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tetang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3685 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4048); 

 
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); 

 
5.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004  tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4389 ); 

  
7.  Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang 
Hukum acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3258); 
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8.  Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988  tentang Koordinasi 

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3373); 

 
9.  Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001  tentang Retribusi 

Daerah   (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4134); 

 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah 
Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone Nomor 4 

Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 
Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bone. 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BONE 
dan 

 
    BUPATI BONE 

 MEMUTUSKAN :  
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONE NOMOR 19 
TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN JASA 
KETATAUSAHAAN  

 


